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Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Perang Perspektif Siyasah
Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional

ABSTRAK

Penelitian ini  untuk mengkaji mengenai permasalahan ketentuan
perlindungan masyarakat sipil dalam perang perspektif Siyasah Harbiyah dan
Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data
yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data
menggunakan teknik analisis data komparatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pertama dalam konsep mengenai
perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut Siyasah Harbiyah telah
diatur dalam Al-Quran, Hadits dan hukum-hukum yang telah di sepakati oleh para
Fugaha. kedua Dalam ketentuan perlindungannya terhadap masyarakat sipil
menurut Siyasah Harbiyah juga tidak terlepas dari metode penentuan hukum
menggunakan Maslahah mursalah dan beberapa Kaidah fighiyah yang mana lebih
mengutamakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia dan merujuk pada
kesantunan perang yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

mengenai ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut
Hukum Humaniter Internasional yang menjadi sumber yuridis telah diatur dalam
dua sumber utama, yang terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag dan
sumber yuridis lain yaitu Protokol Tambahan dan Statuta Roma. Ketiga, antara
kedua konsep hukum tersebut terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan. Adapun titik persamaan dan perbedaan dari konsep hukum keduanya
adalah meliputi diantara kriteria masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam
konflik peperangan dan juga mengenai objek-objek yang harus dilindungi dalam
perang.
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MOTTO

BILA KAUM MUDA YANG TELAH BELAJAR DI SEKOLAH DAN
MENGANGGAP DIRINYA TERLALU TINGGI DAN PINTAR UNTUK
MELEBUR DENGAN MASYARAKAT YANG BEKERJA DENGAN
CANGKUL DAN HANYA MEMILIKI CITA-CITA YANG SEDERHANA,
MAKA LEBIH BAIK PENDIDIKAN ITU TIDAK DIBERIKAN SAMA
SEKALI

(Tan Malaka)

Pecinta yang memandang kekasihnya tatkala jasad berputar jiwa
terdiam sibuk menyaksikan sang sejati, tak ada harapan yang begitu agung
kecuali sampaikanlah para pecinta kepada magom cinta, maka tinggilah

derajatnya

(Ali Mafrukhin)
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agungan-Nya.

Sholawat beserta salam yang mampu menggetarkan hati para perindunya,
menjadi persembahan yang penuh syahdu kepada sang revolusioner besar
pengubah dunia, pembangun manusia yang beradab Shohibul A’lal Magom
sayyiduna Muhammad Saw.
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dalam pembuatan karya ini tentu saja penulis berusaha segigih mungkin dalam
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saya dalam menuju kesuksesan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
< Sa’ 8 es (dengan titik diatas)
z Jim j je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah) ka
'C Kha’ kh dan ha
3 Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
) Ra’ r er
B Za’ z zet
o Sin s es
- Syin sy es dan ye
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C M & & & K

cC b G

CcC v

Sad

Dad

Ta’
Za
ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’
hamzah

ya

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en

\W

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah
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I1l. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

ditulis

hikmah
jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl g¥Ida) S

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

hadl) 3185 Ditulis zakatul fifri
1IV. Vokal Pendek
8 fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
’ dammah ditulis u
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V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ala ditulis a jahilivyah
2. | Fathah + ya’ mati Pt ditulis a tansa
3. | Kasrah + ya’ mati e—’,)s ditulis T karim
4. | Dammah + wawu mati (=98 ditulis i furid
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
oS ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
J ditulis gaul

VIl. Vokal pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostrof
aidl} ditulis a’antum
< e ditulis w’iddat
ad S ol ditulis la’in syakartum
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VIIl. Kata sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

G Al Ditulis Al-Qur’an
o LAl Ditulis Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

sladd) ditulis as-Sama’

M\ ditulis Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

oag Al 5 53 ditulis Zawi al-firiid
a3 Jal ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik
antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional
adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam
sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi
konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka
tidak dapat tercapai, kecuali dengan menempuh jalan kekerasan. Dalam arti
yang luas perang menyangkut konsep-konsep seperti Kkrisis, ancaman
penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror®.

Satu hal yang sudah pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang mau
tidak mau diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah manusia. Dengan
demikian mau tidak mau, harus diterima bahwa perang itu adalah suatu fakta
dalam bentuk hubungan antara manusia.

Dalam peperangan seringkali menimbulkan hal-hal buruk yang tidak
diinginkan oleh masyarakat. Karena perang selalu berdampak pada banyaknya
korban yang luka-luka bahkan meninggal dunia juga kerugian harta benda, hal
ini sama sekali tidak diinginkan oleh penduduk sipil terutama yang bermukim
di daerah konflik. Belum lagi para pelaku perang yang membabibuta saat

peperangan dimana yang termasuk menjadi target sasaran kekerasan mereka

! Ambar Wati DKK, hukum humaniter internasional dalam study hubungan
internasional, (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2013), him.2.



adalah masyarakat yang tidak berdosa. Hal ini terbukti pada pengeboman-
pengeboman pemukiman penduduk salah satunya adalah serangan yang
dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dan Lebanon. Perang
semacam ini tentu saja telah dilarang oleh Hukum Islam maupun Hukum
Internasional. Dimana kedua hukum tersebut telah mengaturnya dengan jelas
baik melalui syari’at islam yang telah ditetapkan maupun melalui Konvensi-
konvensi yang telah dilaksanakan oleh pihak internasional.

Dalam syari’at islam disebutkan bahwa sebelum kaum muslim mulai
memerangi orang-orang kafir, diwajibkan berdakwah kepada yang belum
mendapatkan dakwah. Bahkan mereka dianjurkan untuk memperbaharui
dakwah yang menyeru kepada orang-orang yang mendapatkan dakwah. Abu
yusuf berkata, “ Rosulullah SAW tidak mau memerangi suatu kaum (bangsa)
sama sekali sebagaimana yang sampai kepada kami, sehingga beliau menyeru
kepada Allah SWT dan Rosul-Nya.” Demikian pula al mawardi berkata,”
barang siapa yang belum sampai kepadanya dakwah islam, kami dilarang
maju untuk memeranginya secara spontanitas, terlebih lagi membunuh atau
membakar. Dan kami dilarang mulai memerangi sebelum memperlihatkan dan
menampakkan dakwah islam kepada mereka serta memberitahukan kepada
mereka tentang kemu’jizatan nabi muhamman SAW dan argumentasi agar
mereka menerima dakwah itu apabila ternyata ia mulai memerangi mereka

agar masuk islam dan menakut-nakuti mereka dengan menggunakan



argumentasi serta membunuh mereka secara spontanitas dan dengan gerilia,
maka dia harus menanggung diat (denda) orang-orang yang dibunuh.?

Dalam hukum humaniter internasional telah ditetapkan bahwa negara
negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, sebelumnya wajib
mengumumkan terlebih dahulu kepada negara lain tentang waktu dimulainya
perang. Kecuali itu, wajib juga diumumkan tentang pemeliharaan tidak
meyerang negara-negara lain. Sehingga negara lain bersiap siaga untuk
menetapi sikap netralnya. Sedangkan tujuan dari diumumkannya semacam itu
adalah untuk menghindari pengkhianatan dan pengambilan keputusan tipu
muslihat.

Adapun Mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang, hukum
humaniter internasional telah menetapkan dan mengakui bahwa rakyat tidak
boleh menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Sebab sebutan orang-orang
yang memerangi adalah khusus ditujukan kepada setiap tentara atau militer.
Syareat islam menggariskan bahwa wanita, anak kecil, pendeta di gereja,
orang tua lanjut usia, orang sakit dan orang yang mengasingkan diri dari ikut
perang atau orang-orang yeng tertimpa cacat tidak boleh dibunuh. Kecuali bila
ada salah seorang diantara mereka ikut serta dalam perang, baik melalui
perkataan, perbuatan, maupun pemikiran.

Menurut  hukum humaniter internasional ada kewajiban untuk
memberikan perhatian serius pada orang-orang sakit dan orang-orang yang

terluka dalam perang. Selain itu juga menetapkan agar rumah sakit bersikap

’Abdul wahab khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 ), him.
106-107.



netral sekaligus memberikan pemeliharaan yang baik bagi para pasien yang
dirawat di rumah sakit tersebut.®

Syari’at islam melarang membunuh budak-budak dan para nelayan,
termasuk didalamnya juga para perawat dan semua orang yang memberikan
pelayanan dalam rangka membantu orang-orang yang luka dan sakit, serta
membantu menyampaikan keperluan mereka maupun membantu dalam
meringankan beban penderitaan mereka.

Dalam hukum humaniter internasional juga melarang mengadakan
pembunuhan dan pemusnahan terhadap orang-orang yang terluka. Selain itu
hukum internasional juga melarang penggunaan bom-bom, peluru-peluru, dan
senjata-senjata yang nantinya akan menambah siksaan serta melarang
meracuni sumur-sumur, sungai-sungai, dan makanan.

Nabi muhammad SAW telah melarang berlaku khianat dan mencacah-
cacah mayat musuh. Beliau bersabda “janganlah kamu menyiksa hamba-
hamba allah SWT “ meskipun musuh telah mencacah-cacah mayat kaum
muslimin, maka sebaiknya jangan membalas dengan mencacah-cacah seperti
itu. Hal itu terbukti pada perang uhud, yang mana kaum musyrik telah
mencacah mayat hamzah ibn abdul mutalib dan kawan-kawannya.
Menanggapi peristiwa itu. Nabi muhammad bersabda “ demi allah bila
memberikan kemenangan kepadaku untuk mengalahkan mereka, tentu aku
akan mencacah dua kali lipat seperti mereka mencacah dari kalangan kami.”

Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat pada beliau.

*Abdul wahab khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 ),him. 108.
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Pada ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan bersabarlah (hai
muhammad) dan tiada kesabaranmu itu melainkan pertolongan allah.”Tiada
rossulullah SAW berpidato kepada kami dengan suatu pidato kecuali beliau
telah memerintahkan kami untuk bersadagah dan melarang kami mencacah-
cacah”

Adapun syari’at islam juga melarang membunuh orang yang telah
mengasingkan diri dari peperangan, melarang membakar, baik orang yang
sudah mati maupun masih hidup, melarang mengadakan perusakan pada buah-
buahan dan tanaman-tanaman, membakar rumah-rumah dan alat-alat rumah
tangga, dan melarang segala perusakan apapun yang bentuknya tidak etis.”

Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG
PERSPEKTIF SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL.

Rumusan masalah
Berdasarkan dari deskripsi latarbelakang masalah diatas, peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut.

110.

* QS An-Nahl 126

>Abdul wahab khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 ), him.109-



1. Mengapa masyarakat sipil dalam perang harus dilindungi?

2. Bagaimana pandangan siyasah harbiyah dan hukum humaniter
internasional tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang

C. Tujuan dan kegunaan penelitian
1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya etika perang dari siyasah
harbiah dan hukum humaniter internasional terutama tentang hal
perlindungan masyarakat sipil dalam perang.

b. Untuk mengetahuiperbandingan antara siyasah harbiah dan hukum
humaniter internasional dalam sikapnya terhadap perlindungan
masyarakat sipil dalam perang.

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap
khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat indonesia pada umumnya
dan khususnya pada para santri dan penimba ilmu agama agar tahu
bagaimana etika perang dalam islam yang sesungguhnya dan mengerti
peraturan perang yang dibuat oleh hukum internasional.

b. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberi kontribusi
bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi musuh dengan jalur

yang secara moral dapat dibenarkan.



c. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi institusi atau lembaga
terkait maupun bagi para mahasiswa, praktisi politik dan pihak-pihak
lain yang membutuhkan.

D. Telaah pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada tulisan
yang secara spesifik membahas tentang perlindungan masyarakat sipil dalam
perang menurut prespektif siyasah harbiyah dan hukum humaniter
internasional. Akan tetapi ada beberapa skripsi dan tulisan yang memiliki
relevansi  dengan skripsi yang akan peneliti susun meskipun skripsi dan
tulisan tersebut tidak secara gamblang membahas mengenai perlindungan
masyarakat sipil dalam perang menurut prespektif siyasah harbiyah dan
hukum humaniter internasional.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Rizki bima anggara mahasiswa fakultas
hukum universitas sebelas maret surakarta tahun 2008 dengan judul “ studi
komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai
perlakuan tawanan perang” hasil penelitian diatas memiliki kesimpulan bahwa
dalam pengaturan antara hukum humaniter internasional dan hukum islam
terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduannya.

Adapun persamaan antara hukum humaniter internasional dan hukum
islam dalam memperlakukan tawanan perang terdapat dalam hal perlindungan
umum tawanan perang, mematuhi peraturan negara penahan, sarana dan
prasarana yang memadai, penempatan tawanan perang, berbagai kegiatan

yang diperlukan tawanan,sanksi, proses peradilan dan berakhirnya penawanan.



Dan dalam skripsi yang ditulis oleh rizki bima anggara tersebut juga
terdapat perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum islam
mengenai pengaturan perlakuan terhadap tawanan perang yaitu terdapat
dalam hal pengertian dan kriteria tawanan perang, keputusan untuk
melakukanpenawanan, pangkat tawanan perang, penerapan peraturan
disiplin,tenaga kerja tawanan perang, wakil tawanan perang, proses
peradilan,dan berakhirnya penawanan. Di antara perbedaan-perbedaan
peraturantersebut, ternyata Hukum Islam lebih bersifat universal,
kemanusiaan, keadilan, memiliki target atau tujuan yang jelas, dan
mengedapankan kemaslahatan umat manusia.®

Skripsi yang disusun oleh fuad hasan mahasiswa fakultas ushuludin
institut agama islam negri IAIN walisongo semarang tahun 2007 dangan judul
“ formulasi etika perang dalam islam study perang yang dilakukan oleh nabi
muhammad SAW “ hasil penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwalnilah
tujuan terbesar dari etika perang, dalam praktek yang telahdicontohkan
Muhammad SAW vyaitu: membebaskan manusia dari perbudakan manusia
agar mereka menghamba hanya kepada Allah. Perang yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW adalah perang yang dilakukan karena terpaksa, Nabi
Muhammad SAW tidak menjadikan perang sebagai tujuan, bahkan tidak
mengizinkan kepada pemeluknya kecuali untuk satu tujuan yang besar, yaitu

perdamaian dan ketentraman. Perdamaian merupakan tujuan Islam yang

®Rizki Bima Anggara, skripsi, study komparasi hukum humaniter internasional dan
hukum islam mengenai perlakuan tawanan perang, ( Surakarta: Universitas Sebelas Maret
2008), him. 238.



utama, Jadi, peperangan dalam Islam hanya suatu keterpakasaan yang tidak
bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT
melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh
musuh berlebihan. Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang
dalam Islam adalah:Yang pertama, prinsip membela agidah atau kebebasan
dalammenjalankan ibadah yang didasarkan bedasarkan ayat-ayat da Allah
SWT.Kedua, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara
jugadidasarkan denga ayat-ayat Allaah SWT.Ketiga, Memberi pelajaran
terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat
Allah SWT.’

Dalam jurnal yang ditulis oleh adnawi fakultas hukum universitas syiah
kuala aceh dengan judul perlindungan terhadap orang-orang dalam daerah
konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional diterangkan bahwa
keberadaan orang-orang sipil atau penduduk sipil dalam daerah konflik
bersenjata, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi
mereka berada di daerah konflik, oleh karena itu “orang yang dilindungi”
dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat
fatal yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Disini dapat dipahami
bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau
kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter internasonal bertujuan,
pertama, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun

penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; kedua, menjamin hak-hak

"Fuad hasan, skripsi, formulasi etika perang dalam islam study perang yang dilakukan
oleh nabi muhammad SA, ( Semarang: IAIN Walisongo 2007 ), him. 96.
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asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh; ketiga, memungkinkan
dikembalikannya perdamaian; dan keempat, membatasi kekuasaan pihak yang
berperang.?

Dalam skripsi yang berjudul “perlindungan masyarakat sipil dalam perang
perspektif siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional” ini, penulis
akan mencoba memaparkan tentang mengapa masyarakat sipil dalam perang
itu harus dilindungi. Dan skripsi ini akan menjelaskan pandangan tentang
perlindungan masyarakat sipil dalam perang baik menurut prespektif siyasah
harbiyah maupun menurut prespektif hukum humaniter
internasional.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data
menggunakan teknik analisis data komparatif.

E. Kerangka teoritik

Deskripsi teori harus mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
merujuk ke sumber aslinya untuk meningkatkan kualitas kajian teori,
pembahasanya perlu dikaitkan dengan masing-masing penelitian terdahulu

yang relavan sebagai acuan penelitian yang dilakukan.

1. Masyarakat sipil dalam perang

Jika dilihat melalui perkembangan Social Legal atau Sosiocultural konsep

masyarakat sipil ini, sebetulnya berawal dari tradisi masyarakat barat.

8Adnawi, Jurnal, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata
Menurut Hukum Humaniter Internasional, (Universitas Syiah Kuala Aceh 2012 ), him. 99.
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Masyarakat Madani yang merupakan terjemahan dari civil society dalam
diskursus ilmu sosial dalam konsep dasarnya sebenarnya tidak berkaitan
dengan pemerintahan militer seperti yang banyak diperbincangkan di
indonesia, konsep ini sesungguhnya merupakan lawan dari konsep masyarakat
negara atau masyarakat politik (state society, political society) dan konsep ini
awalnya dimunculkan di eropa sebagai produk sejarah masyarakat barat. Civil
sosiety merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya

dan politik di barat.®

Adapun mengenai ciri utama dari masyarakat madani (Civil Society) yang
telah dirumuskan oleh AS Hikam mengambil dari pemikiran Alexis De

Tocqueville adalah sebagai berikut:

a. Kesukarelaan yang artinya adalah masyarakat madani bukanlah suatu
masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi.

b. Keswasembadaan, masyarakat tidak bergantung kepada negara juga tidak
tergantung kepada lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota
masyarakat memiliki harga diri yang tinggi yang percaya akan
kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk dapat membantu
sesama. Anggota masyarakat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan
masyarakatnya.

c. Kemandirian tinggi terhadap negara, negara dianggap sebagai kesepakatan

bersama sehingga tanggungjawab lahir dari kesepakatan tersebut adalah

® Ahmad Gaus AFA, Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad, dalam Nur Cholis
Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Madani, (Jakarta: Media Cita 2004), him. 316.
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tuntutan dan tanggungjawab dari masing-masing anggota. Inilah negara
yang berkedaulatan rakyat.

d. Keterikatan terhadap nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama,
berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang

berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.™

Dalam hal ini apabila kita membahas mengenai masyarakat sipil dalam
perang maka dapat diketahui bahwa, masyarakat sipil dalam perang adalah
orang-orang yang tidak ikut secara langsung dalam suatu konflik. Tentu saja
masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. sehingga dapat
diketahui siapa-siapa yang dapat dibunuh dan siapa-siapa yang tidak boleh
dibunuh." Adapun diantara akhlak perang dalam islam adalah larangan
membunuh orang yang tidak memerangi dan tidak memanggul senjata.
Merekalah yang saat ini disebut masyarakat sipil, seperti; anak-anak, kaum
wanita, orang tua renta, pendeta yang beribadat di biara, orang buta,

penyandang cacat, petani, pedagang dan semacamnya.

Bukhari meriwayatkan hadits ibnu umar dalam “kitab jihad, bab

membunuh anak-anak dalam perang” suatu ketika ada seorang wanita

10 H AR. Tilaar, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. (Bandung:

Remaja Rosda Karya, 1999), him, 159.

" Adnawi, Jurnal, perlindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata

menurut hukum humaniter internasional, (Universitas syiah Kuala Aceh 2012 ), him.101.

476.

2 yusuf Al-garadhawi, Ringkasan Fikih Jihad, (Jakarta: Pusaka Al Kautsar 2009), him.
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ditemukan terbunuh di salah satu pertempuran Nabi, Rasulullah SAW
mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.™

Bukhari menyebutkan hadits ibnu umar melalui sanad yang berbeda dalam
bab berikutnya,”Bab Membunuh Wanita Dalam Peperangan” Ada seorang
wanita ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah,
kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.**

perang memiliki makna yang spesifik yang berbeda dengan
maknabahasanya. Jadi perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau
memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan islam dan
kaum Muslimin. Dengan kalimat lain, perang haruslah dilakukan semata-mata
dengan niat untuk menegakkan kedaulatan islam, bukan untuk hal yang lain,
seperti berniat menguasai negara lain, kemudian merampas semua yang bukan
menjadi haknya, atau untuk mendapatkan kedudukan, pujian dan lain
sebagainya, apalagi perang yang berniat untuk membantai dan memusnahkan
semjua penduduk yang ada dalam wilayah perang, hal ini sangat tidak
diperintahkan oleh islam memandang tidak ada kemaslahatan didalamnya.
Untuk itu islam melarang para mujahid untuk membunuh dan membantai
warga sipil dan tidak boleh merusak dan memusnahkan obyek-obyek milik
sipil.
Al-Qur’an diturunkan sebagai doktrin islam yang utama menekankan pada

ajaran perdamaian. Secara harfiyah islam bermakna damai, aman, selamat dan

B Muttafaq alaih, HR. Bukhori, (3014)

" Muttafaq alaih,HR.Bukhari, (3015)
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penyerahan diri. Islam diajarkan bukan karena pemaksaan dan kekerasan.
Tidak ada paksaan dalam memeluk agama islam. Namun bagi kaum muslimin
yang sudah memeluk Agama Islam tidak boleh dipaksa oleh siapapun juga
untuk mensekutukan Allah. Untuk mempertahankan dan merealisasikan apa
yang diyakini sebagai kebenaran, agama menganjurkan untuk mempertahankan
sekuat mungkin meski harus dengan jalan peperangan. Akan tetapi islam tetap
mengedepankan kemaslahatan.

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan.®® Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salaha,
yasluhu, salahan, b= , zbay , 83a artinya sesuatu yang baik, patut,

danbermanfaat.’®Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat
dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang
melarangnya.'’

Berdasarkan istigra atau penelitian empiris dan nash-nash al-Quran
maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari’at islam mencakup

diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah Swt berfirman.

“Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang,1955), him. 43.

®*Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), him. 219.

YMunawar Kholil, op. Cit
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Dan firman allah Swt lagi:
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Maslahat yang mu 'tabarah atau dapat diterima ialah maslahat-maslahat
yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yaitu keyakinan
agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan
keturunan dan keselamatan harta benda.

a. Jaminan keselamatan jiwa (al-muhafadzah ala an-nafs)

Jaminan keselamatan terhadap hak hidup yang terhormat dan
mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah
jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan
kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini meliputi kebebasan memilih
propesi, kebebasan berfikir mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara,
klebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.®

b. Jaminan keselamatan akal (al-muhafadzah alal-aql)
Terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang

bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan atau

'8 QS al-Anbiya : 107
QS Yunus : 57

20 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (jakarta: pustaka firdaus 2014), him. 451.
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bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat
prevensif yang dilakukan syariat islam sesungguhnya ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal
yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu
yang memabukkan menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan
untuk menjamin keselamatan akal.

c. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (almuhafadzah ala nasl)

Jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetaphidup dan
berkembang sehat dan kokoh baik pekerti atau agamanya. Hal itu dapat
dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan
pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan
budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

d. Jaminan keselamatan harta benda (al muhafadzah alal-mal)

Yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara profesional melalui
cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian
dengan cara yang lalim dan curang.

e. Jaminan keselamatan agama (almuhafadzah alal-din)

Yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah, dan keselamatan
dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-
perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.21 Karenanya

allah berfirman:

“’Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta: pustaka firdaus, 2014), him.452.
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22: 2 (e 235 s 38 cpall d o SIY

Firman allah diatas telah menyebutkan bahwa tidak ada paksaan
dalam memilih atau memasuki agama islam akan tetapi Allah SWT dan
RossulNYA sudah jelas menunjukan jalan yang benar daripada jalan
yang salah.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam
mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah
Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang

berbunyi:
@™ O deaa liaa | 315 el e nall s Ge jenailyl
JB e ol gede Se :alu s adle d oo i Gy JB
B ypa¥y jpaVy
Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut
Syaihlzzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fighiyyah hanya

dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1.2l & 2

Artinya: Menolak Segala Yang Rusak

2.7lbadll s

2 Qs. Al-Bagarah: 256

2Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Bairut: Dar
al-Fikr, tt.),hIm. 784.
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Artinya: Menarik Segala Yang Ber Maslahat®*

Sementara itu dua kaidah yang masih global atau masih umum
diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa
kaidah pula, diantaranya adalah:

V.dl e el o)

Artinya: Sesungguhnya kemudzaratan itu harus dihilangkan
2. o0l JI Y ) ) G,

Artinya : Sesungguhnya kemudzaratan itu tidak boleh dihilangkan

dengan membuat kemudzaratan pula

Baaladl Gla o adia sasdall ¢ ja ol g

Artinya; Sesungguhnya menolak kemudzaratan harus didahulukan
atas menarik kemaslahatan
4ol ) pall adal Jaing paldll ) puzall o

Artinya: Sesungguhnya kemudzaratan yang khusus harus dipikul

untuk menolak kemudzaratan yang umum
5.0y yall Cad) S5y 4
Artinya:  Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan )

kemudzaratan yang lebih ringan dari kedua kemudzratan
Artinya: Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa

dilakukan) membolekan yang terlarang

*Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,
1987), him. 31.
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7555yl Al e J 35 dalall o

Artinya: Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat
8.8 szl o)

Artinya: Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan

9. speuiil) il skl )

Artinya: Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan kemudahan®

. Pandangan siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional

tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang.

a. Perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut siyasah harbiyah.

islam mensyariatkan peraturan dalam kondisi perang, yaitu
menjamin dalam rangka menghindari adanya penghianatan, penculikan,
penyiksaan, pencacatan, dan perusakan. Hal itu menunjukan bahwa islam
menghendaki perang dalam rangka membimbing manusia sekaligus
membasmi kejahatan mereka, dan bukan membantai atau memusnahkan
mereka.

Jaminan keamanan khusus setiap orang muslim dibenarkan
membrikannya kepada laki-laki atau wanita bersetatus orang merdeka atau
budak. Karena sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud,

Ibnu Majah, dan ahmad.

.ZGQUJT@QM,M‘}“C)AQ‘; Jga%jaﬁjuﬁuﬁdw\

*Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 373.
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Yang dimaksud dengan orang yang paling lemah diantara mereka
ialah para budak. Abu Hanifah berkata,”tidak dibenarkan jaminan
keamanan bagi para budak, kecuali jika ia diizinkan untuk berperang:,r”.27

Konsep peraturan yang harus dilakukan kaum muslimin dalam
perang dimana islam tidak menganjurkan pasukan islam untuk membunuh
siapa saja yang tidak melawan mereka dalam peperangan atau yang biasa

disebut sebagai warga sipil. pada dasarnya berdasarkan firman allah SWT,

sebagai berikut.
O 8512 G S sm sy s ol 8 oS ol 0l e ) Sl Y

2 phandall Cangy i) O Jagall | shandi g s 57y

Peraturan tersebut ditetapkan berkenaan dengan perihal pergaulan
kaum muslim dengan orang-orang nonmuslim yang mana orang-orang
nonmuslim tersebut tidak memerangi kaum muslim karena agama, tidak
melampaui batas atas mereka, baik yang bermukim bersama-sama kaum
muslim di Dar al-islam maupun di negeri mereka di Dar al-harb. dasar
hubungan kaum muslim dengan nonmuslim tersebut adalah perdamaian
dan perlindungan. Sehingga rasa aman diantara mereka benar-benar

terjamin. Dasar hubungan tersebut bisa berlaku selama tidak terjadi

26 HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan ahmad dalam Al Ahkam Assulthaniyah, (jakarta:
Darul Falah, 2006), him.95.

" Imam Al-mawardi, Al Ahkam Assulthaniyah, (jakarta: Darul Falah, 2006), him.95.

8 QS Al-mumtahanah: 8
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peristiwa yang menggugurkan stabilitas keamanan, dan jaminan keamanan
tersebut tidak diperoleh dengan jalan pengorbanan atau perjanjian
perlindungan antar mereka.”

Mayoritas fugaha mengharamkan membunuh wanita, anak-anak
dan orang tua renta, seperti itu juga para penyandang cacat, orang buta
pendeta dan orang-orang serupa secara dejureyang tidak ikut serta dalam
peperangan. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam al mughni, wanita dan
orang tua renta tidak boleh dibunuh. Inilah pendapat malik dan kalangan
rasionalis (Abu Hanifah dan murid-muridnya). Demikian yang
diriwayatkan dari abu bakar ash-shidig. Diriwayatkan dari ibnu abbas
tentang firman allah “ Dan jangan melampaui batas “ (Al-Bagarah: 190)
Ibnu Abbas berkata, “jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua

renta.>°

b. Perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut hukum
humaniter internasional.

Objek-objek yang dilindungi oleh hukum kejahatan perang adalah
meliputi korban perang dan properti milik sipil, unit pelayanan medis,
benda budaya, civil defence, serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang
yang dilindungi adalah seorang yang berdasarkan konvensi jenewa yang

dilindungi secara khusus. Konvensi jenewa 1949 menggolongkan orang-

114.

2Abdul wahab khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 ), him.

30 Yusuf Al-qaradhawi, Ringkasan Fikih Jihad (jakarta: pusaka al kautsar 2009), him. 479.
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orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu anggota
angkatan bersenjata dan masyarakat sipil yang terluka, sakit dan korban
kapal karam, tawanan perang, penduduk yang diinternir, penduduk sipil
diwilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukannya.®

Perlindungan terhadap penduduk sipil ditujukan kepada orang-
orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (pasal 27 konvensi genewa
IV 1949) dalam hal ini pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan
tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. memaksa baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh

keterangan.

b. Menimbulkan pendritaan jasmani.

c. Menjatuhkan hukuman kolektif.

d. Mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan.

e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil dan

f.  Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandra.

Adapun Salah satu prinsip dasar yang dianut dari hukum perang untuk

melindungi masyarakat sipil adalah prisip pembedaan yaitu membedakan
antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan untuk
mengetahui siapa yang boleh atau dapat dijadikan objek dari kekerasan

dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain adanya prinsip

*! Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan
Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), him. 124.

%2 Adnawi, JurnalL, Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik
Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, (Universitas syiah Kuala Aceh , 2012),
him.99.
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pembedaan tesebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam
permusuhan. Sehingga dapat dijadikan objek kekerasan dan siapa yang
tidak dapat dijadikan objek kekerasa karena tidak turut dalam permusuhan.

Prinsip pembedaan berguna utuk menghormati dan melindungi
penduduk sipil. Disamping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil
seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik.tujuan dari
prinsip pembedaan adala untuk melindungi penduduk sipil. Adapun
kewajiban dari kombatan adalah untuk membedakan dirinya dari orang
sipil dan identifikasi kombatan sebagai orang yang behak ikut serta dalam
pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip pembedaan adalah untu
melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut
membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat
pertikaian. Hal tersebut diberlakukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-

hak penduduk atau orang sipil.**

F. Metode penelitian

Istilah “metode” dalam kamus besar bahaasa indonesia,yang dalam

bahasa inggris ditulis dengan method, dan dalam bahasa arab diterjemahkan
dengan tharigat dan manhaj, memiliki arti cara yang mengatur dan berfikir

baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya)

** Adnawi, Jurnal, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik

Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Universitas syiah Kuala Aceh, 2012),him,

101.
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cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan
guna mencapai suatu hyang ditentukan.

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek,
baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau menyangkut
pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang
amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.®*

Syarat yang paling utama dalam pengumpulan data adalah ketepatan
dalam menggunakan metode, apabila seseorang mengadakan penelitian
kurang tepat atau tidak terlalu diminati, maka untuk memilih metode apa yang
digunakan tentunya akan kesulitan, bisa-bisa malah tidak mendapatkan hasil
yang diinginkan. Untuk mendapatkan data-data atau informasi sebagai bahan
penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(library research), yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-
buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat
deskriptif-analitik-komparatif,yakni dengan berusaha memaparkan
data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan
interpretasi yang tepat.35

Untuk itulah peneliti menggunakan beberapa sumber rujukan baik

primer atau sekunder. Referensi primer yang digunakan dalam skripsi

** Munir che Anam, Muhammad SAW & Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas
(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), him.64.

*> Munir che Anam, Muhammad SAW & Karl Marx Tentang Masyarakat Tnpa Kelas
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him. 65.
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ini adalah karya-karya mengenai hukum humaniter internasional dan
untuk peraturan perang yang diatur oleh islam peneliti menggunakan
ayat-ayat al-quran dan alhadits, yakni perbuatan, ucapan dan ketetapan
dari nabi muhammad SAW perbuatan dan ucapan beliau telah dijaga
secara otentik melalui secara lisan dan tulisan dalam berbagai buku.
Buku-buku ini dikenal dengan hadits.

Dan juga penulis menggunakan karya-karya dari ulama mengenai
figh jihad yang mana karya-karya ini membahas bagaimana etika
dalam jihad dan hakekat jihad yang sesungguhnya.

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa
keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui
studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan
sumber-sumber tertulis lainnya.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasanmengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini
penelitimenggunakan buku teks baik dari buku-buku yang
berhubungandengan Hukum Humaniter Internasional maupun buku-
buku yang berhubungan dengan Hukum Islam yang kaitannya
mengatur tentang etika dalam perang atau berjihad.

3. Pendekatan
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Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik analisis Pendekatan Perundang-undangan
(Statute Approach). Karena yang diteliti adalah berbagai aturan yang
menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

. Teknik pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam
penelitianini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat
pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder
diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan
pustaka baik berupaperaturan perundang-undangan, artikel dari
internet, makalah seminarnasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain

yang mempunyai kaitandengan data penelitian ini.

. Sumber data

Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria

sumber primer dan sumber sekunder dan literatur.

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan
oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang termasuk
sumber data primer adalah buku fikih jihad karya DR. Yusuf
Al-garadhawi dan buku al-ahkam assulthaniyah karya imam al-
mawardi serta buku hukum humaniter internasional dalam studi
hubungan internasional karya ambarwati dan buku-buku
penunjang lain yang membahas mengenai Hukum Humaniter

Internasioanal.
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b. Sumber data sekunder, yaitu data yang biasanya dalam bentuk
dokumen dokumen yang lebih dikenal dengan data-data
pendukung.**Adapun Sebagai sumber sekunder adalah buku-
buku yang mendukung karya ini. Sementara yang tidak
terhitung sebagai sumber primer dan sekunder dipandang
sebagai penunjang literatur biasa.

6. Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah cara
berfikir yang merupakan penyimpulan dan perbandingan antara
ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang lainnya, ketentuan
hukum dengan fakta, fakta dengan fakta lainnya sehingga dapat

dibandingkan.

G. Sistematika pembahasan
Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang
dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal sampai
akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang
membingungkan dalam pembahasannya.

Bab I, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal

%Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 93.
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dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses
penelitian ini.

Bab 11, memuat deskripsi tentang siyasah harbiyah yang meliputi tentang
peraturan-peraturan perang yang telah di tetapkan oleh syariat islam dalam hal
ini juga menjelaskan yang pertama tentang pengertian Siyasah Harbiyah.
Kedua tentang pengangaktan panglima perang. Ketiga mengenai akhlak dalam
perang. Keempat tentang sebab-sebab terjadinya perang dalam islam. Dan
yang kelima membahas mengenai  objek-objek dan orang-orang yang
dilindungi dari kejahatan perang dalam Siasah Harbiyah.

Bab 111, Pada bab ini merupakan landasan teori dari penulisan skripsi yang
berisi tentang sub-sub pembahasan, yakni gambaran umum mengenai hukum
humaniter internasional di antaranya pertama, pengertian hukum humaniter
internasional , yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, istilah hukum
humaniter internasional Kedua, tentang perkembangan hukum humaniter
internasional. Ketiga, sumber-sumber hukum humaniter internasional. Yang
keempat, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan yang kelima,
adalah memuat objek-objek masyarakat sipil yang dilindungi oleh hukum

humaniter internasional.

Bab 1V Pada bab ini merupakan analisis dari penulisan skripsi, yang terdiri

Dari:
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1. Perlindungan Masyarakat Sipil yang Menjadi Korban Perang, yang
didalamnya meliputi:
a. Perlindungan Terhadap Wanita dan Anak-anak
b. Perlindungan terhadap Orang Tua
c. Perlindungan terhadap Tawanan Perang
2. Perlindungan Terhadap Tempat- tempat Pelayanan Masyarakat dan
Fasilitas Umum.
3. Perlindungan Terhadap Benda-benda Bersejarah dan Benda Budaya.
Bab V Pada bab ini merupakan bagian penutup sebagai akhir dari
keseluruhan proses penulisan yang berisi kesimpulan (menerangkan hasil-hasil
penulisan), saran-saran (dari penulis yang terkait dengan pembahasan), dan
rekomendasi, serta kata penutup sebagai tandaberakhirnya suatu proses

kegiatan penulisan ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai perlindungan masayarakat
sipil dalam perang perspektif Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter
Internasional, maka dapat disimpulkan bahwa antara perang dan manusia
adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena perang sudah menjadi
bagian hidup dari manusia. Adapun perang menurut islam adalah
mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang kafir
dalam rangka membela kehormatan islam dan kaum muslimin di jalan
Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Dalam Hukum Humaniter
Internasional perang adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar
manusia. Dalam Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah
penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam
sistem internasional.

Adapun dalam suatu peperangan tentu saja melibatkan pihak-pihak
yang bertikai didalamnya, maka dari itu pihak lain yang tidak ikut serta
dalam peperangan maka baik dari Siyasah Harbiyah maupun Hukum
Humaniter Internasional melindungi pihak tersebut, pihak yang tidak ikut
serta dalam peperangan adalah yang disebut sebagai masyarakat sipil.

Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional telah

mengadakan ketentuan-ketentuan dan pengaturan mengenai perlindungan
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masyarakat sipil tersebut dan pelarangan untuk menyerangnya. Dalam
hukum islam ketentuan itu dapat di temukan secara umum pada Al-
Qur’an dan Al-hadits. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan
masyarakat sipil dalam perang perspektif Hukum Humaniter Internasional
telah diatur didalam Konvensi Jenewa IV, tahun 1949, yang terdiri dari
195 Pasal, yang secara keseluruhan mengatur tentang perlindungan hak-
hak masyarakat sipil secara keseluruhan dari dampak yang ditimbulkan
oleh peperangan.

Pada dasarnya islam mensyariatkan tentang perlindungan
masyarakat sipil dalam perang adalah kerena berlandaskan pada tujuan
perang dalam islam itu sendiri, adapun tujuan perang dalam islam telah
disebutkan di bab sebelumnya bahwa perang islam untuk mempertahankan
diri dan juga untuk berdakwah, bukan serta merta untuk membuat
kerusakan dibumi karena Allah SWT dalam kitab suciNYA telah melarang
kerusakan tersebut. Maka dari itu hukum-hukum dalam islam sangat
memperhatikan mengenai kemaslahatan manusia dan melarang segala
sesuatu yang nantinya tidak dapat menarik kemaslahatan.

Dalam perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam perang baik
perspektif Siasah Harbiyah maupun Hukum Humaniter Internasional
cendrung sama meskipun terdapat sedikit perbedaan pada objek-objek
yang harus dilindungi karena didalam islam hanya mengatur gambaran
secara umum mengenai larangan menghancurkan bangunan-bangunan

yang itu menjadi hajat kebutuhan bagi warga sipil. Sedangkan Pasal-Pasal
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dalam Hukum Humaniter internasional lebih rinci dalam mengategorikan
objek-objek yang harus dilindungi yaitu meliputi rumah sakit beserta para
tenaga medis dan golongan sukarelawan yang di atur dalam perlindungan
khusus. Bentuk perilndungan masyarakat sipil dalam perang oleh hukum
humaniter internasional terdapat prinsip pembedaan yaitu dibedakan
antara masyarakat sipil dan para tentara, supaya tidak salah sasaran dalam
memerangi lawannya dan dapat dengan mudah menditeksi siapa yang
boleh diserang dan siapa yang tidak boleh diserang. Sedangkan dalam
Islam titik tekan penggunaan baju perang adalah untuk melindungi tubuh
dari senjata perang dan bukan termasuk prinsip pembedaan untuk
mengetahui mana yang penduduk sipil dan mana yang bukan, haal ini

karena perbedaan zaman.

. Saran-saran

Setelah penulis menyelelesaikan karya skripsi ini, maka ada
beberapa saran dan masukan yang akan penulis sampaikan yang
harapannya dapat dijadikan kontribusi terhadap semua pihak yang
berkepentingan, dengan harapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan
segala bentuk pelanggaran yang terjadi disaat perang:

a. Hendaknya pelajaran mengenai figh jihad maupun ilmu-ilmu lain
mengenai etika perang salah satunya yaitu tentang Siyasah Harbiyah
dapat diajarkan secara terperinci dalam kurikulum pendidikan agama
islam di indonesia, supaya para siswa dapat mengetahui etika perang

yang benar-benar santun menurut ajaran Nabi Muhammad SAW,
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sehingga generasi bangsa tidak terjerumus dalam salah kaprahnya
pengertian jihad seperti yang telah diartikan oleh kelompok ekstrimis.

b. Para prajurit yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas perang, jauh
sebelum waktu pemberangkatan, hendaknya benar-benar dibekali
pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional.

c. Konsep mengenai perlindungan masyarakat sipil harus senantiasa
dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi kemiliteran,
strategi, taktik dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam peperangan
modern, demi efektifnya implementasi aturan- aturan perlindungan
tersebut.

d. Karena aturan oleh Hukum Humaniter Internasional itu meliputi konflik
internasional dan noninternasional, maka perlu sekali adanya
pengawasan yang dilakukan oleh hukum internasional baik melalui
pemerintah setempat atau mungkin delegasi yang di tugaskan oleh
PBB, sehingga pengawasan akan lebih ketat. Terutama pada konflik
noninternasional karena cendrung lebih sulit diketahui halayak.

Demikianlah sedikit saran dari penulis. Penulis sangat menyadari
bahwa karya yang dihasilkan dari penelitian ini masih jauh dari
kesempurnaan. Tentu saja penulis sangat berharap akan ada akademisi
yang berminat dan tertarik untuk menyempurnakan penelitian ini dari
berbagai sudut pandang. Supaya dapat dijadikan ibrah yang dapat menarik

kemanfaatan bagi para pencari ilmu di indonesia khususnya.
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Tidak ada paksaan dalam agama (islam)
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atau (azab ) melalui tangan kami. Maka
tunggulah sesungguhnya kami menunggu pula

bersamamu.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu

menolong (Agama) Allah, niscaya dia akan

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah




13

14

15

44

47

o1

24

27

32

kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
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Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang
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Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia
berusaha untuk membuat kerusakan dibumi, serta
merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang

Allah tidak menyukai kerusakan.

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan)
sebagian manusia dengan sebagian yang lain,
tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani,
gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yahudi dan

masjid-masjid.
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Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas,
sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas

Dan bunuhlah mereka dimana kamu menemui
mereka, dan usirlah mereka darimana mereka
mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam
daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu
perang mereka didalam Masjidil Haram, kecuali

jika mereka memerangi kamu ditempat itu. Jika




20

21

22

91

113

113

30

31

mereka memerangi kamu maka perangilah

mereka. Demikian balasan bagi orang kafir.
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Tidak ada paksaan dalam agama  (islam)
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan

yang benar dengan jalan yang sesat.

dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
berdoalah kamu kepadanya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan ). Sesungguhnya rahmat Allah sangat

dekat kep[ada orang-orang yang berbuat baik.

Dan ingatlah ketika musa memohon air untuk
kaumnya lalu kami berfirman “ pukullah batu itu
dengan  tongkatmu” maka  memancarlah
daripadanya duabelas mata air. Setiap suku telah
mengetahui  tempat  minumnya  (masing-
masingh). Makan dan minumlah dari rizki yang

diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan
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kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia
berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Serta
merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang

Allah tidak menyukai kerusakan.

Dia berkata; sesungguhnya raja-raja apabila
memasuki  suatu negri  niscaya mereka
membinasakannya dan menjadikan penduduknya
yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang

akan mereka buat.
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